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PERSPEKTIF  HUKUM AGRARIA PADA MASYARAKAT 

INDONESIA 

 

Oleh : Kenny Wijaya
1
 

 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu fitrah manusia yang membedakannya dari mahluk lain 

adalah keinginannya untuk selalu berubah. Perubahan tersebut terwujud 

dalam berbagai bentuk tergantung dari situasi dan kondisi yang 

mempengaruhinya. Suatu hal yang harus diterima adalah apapun bentuk 

perubahan yang terjadi, pada dasarnya manusia berkeinginan untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan 

kehidupan yang dilalui manusia pada dasarnya disebabkan oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul 

dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal muncul dari luar diri manusia itu 

sendiri. Kedua faktor tersebut secara simultan berpengaruh terhadap 

perubahan yang terjadi dalam diri manusia. 

Manusia sebagai homo socius, dalam kehidupannya tidak terlepas dari 

interaksi dengan manusia lain. Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi 

benturan kepentingan atau kebutuhan. Kepentingan antara individu yang satu 

dengan yang lain kadang-kadang bersamaan seperti dalam tugas menjaga 

keselamatan dari berbagai gangguan. Ada kepentingan yang saling sesuai dan 

saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. 

Seluruh kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya dan 

dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia 

dalam pergaulan antar manusia, merupakan tugas hukum.
2
 Kecendrungan 

manusia untuk saling berinteraksi lambat laun melahirkan suatu kelompok 

masyarakat. 

Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai 

dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbullah hukum dalam 

masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin 

rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku 

pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya saling pengaruh 

mempengaruhi.
3
 Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan 

sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar 

dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat 

mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. 

Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, 
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pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. 

Dalam situasi demikian, kelompok berhadapan dengan problema untuk 

menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin mempertahankan 

eksistensinya.
4
 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Pengertian dan Hubungan Hukum dengan Masyarakat 

2. Aspek Hukum Tanah Adat 

 

C. METODE PENELITIAN 

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ilmiah, baik untuk 

mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh. 

Mendapatkan data tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan. 

Selanjutnya data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode 

pengolahan data yang terdiri dari : 

1. Metode Induksi 

2. Metode Deduksi; dan 

3. Metode Perbandingan 

Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan 

penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun ilmu pengetahuan. 

 

D. PEMBAHASAN 
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 

disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu 

sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat tersebut (eksternal). Faktor-

faktor internal dapat berupa pertambahan penduduk, penemuan baru, 

pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. Selanjutnya faktor eksternal 

dapat berupa sebab-sebab lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat 

lain, perang dan sebagainya. Berkenaan dengan hal ini, Soerjono Soekanto 

menyatakan: 

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat 

sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai 

pendidikan yang lebih maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk 

yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat teerhadap bidang kehidupan 

tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial, sudah tentu 

disamping faktor-faktor yang dapat memperlancar terjadinya perubahan 

sosial, dapat juga diketemukan faktor yang menghambatnya seperti: 

1. sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau 

(tradisionalisme), 
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2. adanya  kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat 

(vestedinterest) : 

3. prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing,  hambatan-

hambatan  yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor- faktor di 

atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta 

prosesnya.
5
 

Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu 

social control dan sekaligus menjadi agent of social change, maka hukum 

memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika 

profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan 

kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum 

dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka 

pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di 

tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang sellau 

berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan 

manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (legal order) untuk 

mengarahkan keterbatasan tersebut.
6
 Hukum sebagai social engginering 

berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan 

pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound 

mengemukakan “hak” yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam 

masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak 

itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan 

secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa 

yang dimaksud dengan ketertiban umum.
7
 

Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut 

social engginering by law . Langkah yang diambil dalam social engginering 

bersifat sistematis mulai dari identifikasi problem sampai kepada 

pemecahannya, yaitu: 

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk 

mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi 

sasarannya; 

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi 

masyarakat yang majemuk. Pada tahap ini ditentukan nilai sektor 

mana yang hendak dipilih; 

3. Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan; 

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya.
8
 

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat 

berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi 
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dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi 

itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan 

sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang 

demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum 

berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan 

pada perencanaan.
9
 

Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang 

dikemukakan Pound (1954), jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di 

Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut : 

”konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia 

lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada Amerika Serikat. 

Alasannya karena lebih menonjolnya          perundang-undangan 

dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun 

yurispredensi memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme 

dari konsepsi tersebut yang   digambarkan akan mengakibatkan hasil 

yang sama dari       penerapan faham legalisme yang banyak ditentang 

di Indonesia”.
10

 

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa 

undang-undang atau yurisprudensi atau keduanya. Seperti dikemukakan di 

atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah Perundang-undangan, 

sedangkan yurisprudensi tidak begitu berperanan.Agar dalam pelaksanaan 

perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk 

sesuai dengan inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum 

yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi 

hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Jika 

ternyata sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan 

atau bekerja dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. 

Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana 

pembaharuan dalam arti mengubah mental masyarakat tradisional menjadi 

masyarakat modern misalnya larangan memakai koteka di Irian Jaya, 

larangan pengayauan di Kalimantan, keharusan membuat sertifikat tanah, 

hukum dagang, serta hukum perdata lainnya yang Mochtar Kusumaatmaja, 

Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 

hal. 9bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap sensitif.
11

 Terdapat 

kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. 

Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi 
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perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju 

nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai 

manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan 

menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan 

menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan dalam 

masyarakat.
12

 

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan beberapa hambatan utama 

seperti jika yang diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap 

golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan 

nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa indonesia, 

yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan 

lainnya.Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya 

tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu 

perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya 

dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian, maka 

muncul suatu Social Lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi 

ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan 

yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.  

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau 

sebaliknya terjadi karena perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan 

oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan kaidah sosial 

lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun oleh 

sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan 

dan wewenang. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak 

mungkin mereka mampu menyerap seluruh kepentingan masyarakat. 

Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika.Pada 

prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat 

mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki 

atau direncanakan (intended change atau planed change). Dengan perubahan 

yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan 

yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan 

sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi 

memegang perana penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus 

mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat 

menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara 

tidak Langsung. 

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan 

mengubah perikelakuan masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti 

dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yakni softdevelopment dimana hukum 

tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa faktor seperti 
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pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. oleh 

karena itu, selain mencapai tujuan, perlu dirumuskan sarana untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

Akhirnya Soerjono Soekanto mengemukakan ada 4 kaidah hukum 

yang bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat yakni:Lili Rasjidi, Dasar-

Dasar Teori dan Filsafat Hukum :  

1. Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang 

patuh maupun pelanggar kaidah hukum 

2. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak 

sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidakserasinya 

perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum 

3. Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi 

perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi 

4. Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang 

peranan 

Langkah di atas hanya merupakan suatu model yang tentunya memiliki 

banyak kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut, setidaknya dapat 

diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem hukum 

tertentu dalam mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat. 

 

a. Pengertian dan Hubungan Hukum dengan Masyarakat 

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai 

peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat  

ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah 

tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Hubungan antara 

hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dicerai-pisahkan 

antara satu sama lain, menginga bahwa dasar hubungan tersebut terletak 

dalam kenyataan-kenyataan  berikut ini : 

1. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan 

masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. 

2. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu 

hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau 

masyarakatnya tidak ada. 

Jadi, dari kedua pernyataan di atas ini sudah dapat dibuktikan, dimana 

ada hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, 

dimana pada  masyarakat disitu tentu ada hukumnya. Disamping itu, tak 

dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu 

sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga 

atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam 

keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada 

hakikatnya : 



Wijaya K: Perspektif Hukum Agraria………..                Vol.I/No.5/Oktober-Desember /2013 

 44 

1. Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara 

wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 

2. Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada 

batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak 

orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal 

kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. 

Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan 

kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam 

berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan 

layak. 

Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencakup 

ruang lingkup yang sangat luas. sebab, menyangkut petugas pada strata atas, 

menengah dan bawah. artinya, dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan 

hukum, petugas seharusnya harus memiliki suatu pedoman diantaranya 

peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya. 

Fasilitas/sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan 

tertentu. ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang 

cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana tugas dapat membuat 

berita acara mengenai suatu kejahatan. bagaimana polisi dapat bekerja 

dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat 

komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan yang dimaksud sudah ada, 

maka faktor-faktor pemeliharaannya juga sangat penting.   

Warga Masyarakat salah satu faktor yang mengefektifkan suatu 

peraturan adalah warga masyarakat. warga masyarakat dimaksud, adalah 

kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat 

kepatuhan.  Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan 

masyrakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya 

hukum yang bersangkutan 

 

b. Aspek Hukum Tanah Adat 

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari 

segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat, bagi 

manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, 

tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering 

ter­jadi sengketa di antara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. 

Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan tanah. Dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang 

sangat penting. Hubungan antara manusiaa dengan tanah sangat erat, seperti 

yang telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk 

menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka 

berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanan di mana mereka 
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dimakamkan dan terjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungan 

beserta arwah leluhurnya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat 

hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Tanah telah memegang peran 

vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu 

negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang 

rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, 

pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu 

conditio shie qua non. 

Umat manusia ada yang berdiam di suatu pusat tempat kediaman yang 

selanjutnya disebut masyarakat desa atau ada yang berdiam secara tersebar di 

pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain di suatu wilayah 

yang terbatas, yang dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah. 

Persekutuan masyarakat seperti itu, berhak atas tanah itu, mempunyai hak-

hak tertentu atas tanah itu dan melakukan hak itu baik keluar maupun ke 

dalam persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut ke luar, maka 

persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa, 

memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain 

yang melakukan hal yang serupa itu. Juga, sebagai suatu kesatuan 

masyarakat, mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar 

masyarakat itu atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah 

masyarakat itu. Sifat yang khusus dari hak pertuanan atau persekutuan 

terletak pada daya timbal-balik daripada hak itu terhadap hak-hak yang 

melekat pada orang perorangan atau individu.  

Semakin kuat hubungan individu dengan tanah, makin memperdalam 

hubungannya dengan hukum perseorangan (terhadap tanah itu), dan makin 

kecillah hak yang dimiliki masyarakat terhadap sebidang tanah itu. Apabila 

anggota persekutuan melewati batas penggunaannya itu, misalnya melakukan 

penggarapan tanah untuk kepentingan perdagangan (trading) dalam artian 

untuk memperkaya diri sendiri, maka mereka akan diperlukan seberapa jauh 

sebagai orang-orang dari luar persekutuan, yang selanjutnya hak-hak 

persekutuan yang bersifat ke luar akan diberlakukan terhadap mereka. Sekali 

laai di sini dapat terlihat bahwa sifat tanah itu benar-benar adalah bersifat 

sosial adanya. 

Selanjutnya, anggota persekutuan masyarakat itu juga memiliki hak 

untuk membuka tanah (ontginningsrecht), yaitu adanya penyelenggaraan 

suatu hubungan sendiri terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari 

lingkungan hak pertuanan. Hak membuka tanah itu menurut hukum adat 

adalah hanya salah satu daripada fanda munculnya nak persekutuan atau 

beschikingsrecht dan hanya ada pada anggota-anggota masyarakat atau tanah-

tanah di lingkungan hak pertuanan itu sendiri. Para pemimpin masyarakat 

adat juga memiliki hak untuk mencabut kembali hak pakai atas tanah karena 

alasan-alasan tertentu. Misalnya, apabila lahan lama telah lama ditinggalkan, 

atau si penggarap telah meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris, atau 
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karena suatu perjanjian tertentu masyarakat hukum adat, atau karena si 

perjanjian telah berkelakuan kurang baik terhadap persekutuan hukum. Hak 

persekutuan atau pertuanan juga dapat berlaku ke luar. Dalam hal . hak 

persekutuan atau beschikkingsrecht berlaku ke luar, orang-orang di luar 

persekutuan, misalnya orang-orang dari persekutuan tetangga, hanya boleh 

memungut hasil dari tanah tersebut, dan atau sudah membayar dana 

pengakuan di muka serta dana ganti rugi di kemudian hari. Hak sedemikian 

ini hanya dapat dimiliki oleh orang tersebut dalam tempo yang terbatas, 

biasanya dalam praktik yaitu satu kali panen saja, dengan kemungkinan untuk 

dilanjutkan lagi.  

Orang luar tersebut tidak akan pernah memiliki hak untuk memiliki 

tanah tersebut, bahkan hak-hak mereka dapat saja dibatasi oleh persekutuan 

dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan tanah. 

Hal lain yang dapat menimbulkan konflik di bidang pertanahan adalah karena 

tidak jelasnya pembatasan daerah atau tanah persekutuan atau 

bes­chikkingsrecht. Artinya, ukuran yang digunakan dalam bidang 

pertanahan menurut hukum adat adalah konstruksi yuridis yang abstrak, 

sehingga batas-batas pertanahan antara persekutuan hukum adat yang satu 

dengan yang lainnya yang bertetanggaan sering kali tidaklah jelas adanya. 

Ketika satu persekutuan hukum adat mengklaim batas tertentu 

tanahnya, bisa jadi itu sudah dianggap melampaui batas yang telah diklaim 

oleh persekutuan hukum adat tetangganya. Hal lain yang membuat aspek 

sedemikian itu rawan konflik, adalah adanya prinsip bahwa tanah 

persekutuan atau pertuanan tersebut tidak dapat dipindah­tangankan 

(onvervreemdbaarheid). Artinya, pada waktu terjadi perbedaan pendapat 

tentang kepemilikan hak antar persekutuan hukum tentang batas­batas tanah 

tersebut, masing-masing persekutuan hukum akan membela haknya dengan 

segala cara. Mereka tidak akan pernah mengizinkan haknya atas tanah yang 

telah mereka klaim, yang mungkin telah terjadi untuk waktu yang cukup 

lama, lepas begitu saja.  

Dalam hal beschikkingsrecht, yang dimaksnd adalah hak menguasai 

atau memakai tanah. Hal ini merupakan pendapat dari Prof. Van 

Vollenhoven. Sehingga, fungsi ke dalam maupun ke luar dapat disimpulkan 

sebagai hak pakai oleh setiap warga masyarakat daerah persekutuan atas 

tanah demi kepentingan bersama dalam masyarakat daerah persekutuan serta 

persekutuan lainnya. Sementara itu, ada juga hak perseorangan atau individu 

atas tanah. Dalam hal ini ada beberapa hak perorangan atau individu dalam 

tertib hukum ­masyarakat persekutuan, antara lain hak milik atas tanah, yaitu 

hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak ulayat. Pada 

dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah 

yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. 

Artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena hak milik ini 

masih mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial dimaksud akan terlihat dengan 
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jelas dan dibahas lebih lanjut dalam pokok bahasan berikutnya. Sehingga, 

jika seandainya persekutuan sewaktu-waktu membutuhkan tanah itu, maka 

hak milik dapat menjadi hak persekutuan kembali. Di Bali, hal seperti ini 

dikenal dengan istilah kelakeran. Hak menikmati, yaitu hak yang diberikan 

persekutuan pada seseorang untuk memungut hasil darj tanah tersebut untuk 

satu kali panen saja. Hak ini mirip dengan hak yang dinikmati oleh orang 

asing atau orang luar persekutuan atas tanah persekutuan. Hanya saja, 

perseorangan anggota persekutuan tidak dituntut untuk membayar biaya atau 

ganti rugi tertentu. Hak yang dibeli, yaitu hak yang diberikan pada seseorang 

untuk membeli tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hal ini terjadi 

karena yang membeli itu adalah sanak saudara dari si penjual, atau 

tetangganya, atau berasal dari satu anggota persekutuan yang sama, Hak 

memungut hasil karena jabatan, yaitu hak yang diberi pada seseorang atau 

individu yang sedang memegang jabatan tertentu di dalam persekutuan 

hukum adat tersebut, dan hak itu tetap ia miliki selama memegang jabatan 

yang dimaksud seperti yang dibahas sebelumnya; “tanah bengkok” di Jawa 

merupakan suatu contoh konkret tentang hak ini.  

Hak pakai yaitu hak yang diberikan kcpada seseorang untuk 

mengambil hasil dan sebidang tanah. Misalnya, di Minang ada hak atau 

sawah pusaka, sedang anggota-anggota persekutuan mempunyai hak pakai 

atas tanah-tanah bagian sawah pusaka yang dibagikan kepada mereka untuk 

dipungut hasilnya yang sering disebut gamggan bantuak, di mana anggota-

anggota persekutuan juga mempunyai hak pakai atas tanah kerabat yang tidak 

dapat dibagi-bagi, dan tokoh-tokoh hukum adat setempat yang serupa dengan 

itu. Hak gadai dan hak sewa, yaitu hak-hak yang timbul karena perjanjian 

atas tanah. Hak gadai dari si pemegang gadai, juga halnya seseorang yang 

menyewa tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dahulu. Hak raja, yaitu 

hak yang diberikan pada raja untuk memungut hasil karena kedudukannya. 

Sebagaimana telah diketahui, sebelum berlakunya UUPA di Indonesia 

terdapat dualisme dalam hukum pertanahan, yaitu yang bersumber pada 

Hukum Adat dan yang bersumber pada Hukum Barat. UUPA mengakhiri 

dualisme tersebut dan menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional kita.  

Hukum Tanah Adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang 

tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini, 

ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau 

tertulis, yaitu hanya didasarkan atas pengakuan serta ada pula yang 

mempunyai bukti autentik. Hukum Tanah adat terdiri dari dua jenis, pertama 

hukum tanah adat masa lampau. Hukum Tanah Adat masa lampau ialah hak 

memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan 

Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti 

kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi, hanya berdasarkan 

pengakuan ciri-ciri Tanah Hukum Adat masa lampau adalah tanah-tanah 

dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat 
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yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap 

maupun berpindah-pindah sesuai dengan, daerah, suku, dan budaya 

hukumnya, kemudian  secara turun-temurun masih berada. 

Pasa1 24 UUPA menyebutkan bahwa penggunaan tanah milik oleh 

bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 

ini memberikan kemungkinan untuk membebani hak milik dengan hak atas 

tanah lain. Kebutuhan nyata dari masyarakat menuntut agar diberikan 

kesempatan kepada bukan pemilik untuk mempergunakan tanah hak milik. 

Inilah yang menjadi alasan bahwa hak miliki dapat menjadi induk dari hak-

hak atas tanah lainnya. Hak-hak yang dapat membebani hak milik adalah hak 

guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 

menumpang. Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain (dialihkan) 

dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan­perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak  milik. 

Hal tersebut diatur dalam Pasal 26: 

Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengarn wasiat 

dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak 

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga 

negara yang di sacnping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang 

ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal 

karena hukum dan tanah jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-

hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 

pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 

Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah 

tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 

M2 (enam ratus meter persegi) atau kurang yang sudah habis jangka 

waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas 

permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang 

hak. Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan 

terperinci diatur dalam UUPA.  

Bahkan, sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur khusus 

mengenai pelaksanaan jual beli tanah. Didalam pasal 5 UUPA terdapat 

pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti 

kita menggunakan konsepsi, asas-asas lembaga hukum dan sistem Hukum 

Adat.Hukum Adat yang dimaksud tentunya Hukum Adat yang telah di-saneer 

yang telah dihilangkan cacat-cacatnya/ disempurnakan. Jadi pengertian jual 

beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional kita adalah pengertian jual beli 

tanah menurut Hukum Adat. 
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Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber-sumber Hukum Tanah 

Nasional kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak 

tertulis, sumber-sumber huukum yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar 

1945, UUPA, peraturan- peraturan pelaksana UUPA, dengan peraturan- 

peraturan lama yang masih berlaku.Adapun sumber-sumber hukum yang 

tidak tertulis adalah norma-norma Hukum Adat yang telah di-saneer dan 

Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi. 

Dengan demikian ada 2 fungsi atau peranan dari Hukum Adat. Yaitu 

sebagai sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan sebagai 

pelangkap dari ketentuan-ketantuan Hukum Tanah yang belum ada 

peraturannya agar tidak terjadi kekososngan Hukum karena hukumnya belum 

diatur sehingga kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan Hukum 

Tanah tidak terhambat karenanya. 

Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan 

pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan damai.Kadang-kadang 

seorang pembeli tanah dalam pelaksanaan jual belinya belum tentu 

mempunyai uang tunai sebesar harga tanah yang ditetapkan. Dalam hal yang 

demikian ini berarti pada saat terjadinya jual beli, uang pembayaran dari 

harga tanah uyang ditetapkan belum semuanya terbayar lunas ( hanya 

sebagian saja). Belum lunasnya harga tanah yang ditetapkan tersebut tidak 

menghalangi pemindahan haknya atas tanah, artinya pelaksanaan jual beli 

tetap dinggap telah selesai.Adapun sisa uang yang harus dibayar oleh pembeli 

kepada penjual dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual.Jadi 

hubungan ini merupakan hubungan utang piutang antara penjual dan  

pembeli.   

Ciri-ciri yang menandai dari jual beli tersebut antara lain , jual beli 

serentak selesai dengan tercapai persetujuan atau persesuaian kehendak ( 

konsesnsus ) yang diikuti dengan ikrar/pembuatan kontrak jual beli 

dihadapan Kepala Persekutuan hukum yang berwenang, dibuktikan dengan 

pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan 

penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan 

terjadinya jual beli tersebut, hak milik atas tanah telah berpindah, meskipun 

formalitas balik nama belum terselesaikan. Kemudian ciri yang kedua adalah 

sifatnya yang terang, berarti tidak gelap. Sifat ini ditandai dengan peranan 

dari Kepala Persekutuan, yaitu menanggung bahwa perbuatan itu sudah 

cukup tertib dan sah menurut hukumnya. 

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakat antara 

calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah 

hak milik yang akan dijual dan harganya. Hal ini dilakukan melalui 

musyawarah diantara mereka sendiri setelah mereka sepakat atas harga tanah 

itu, biasanya sebagai tanda jadi, diikuti dengan pemberian  panjar. 

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam pasal 26 yaitu 

yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya 
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tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai 

dialihkan. Apa yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak 

diterangkan secara jelas, akan tetapi mengikat dalam pasal 5 UUPA 

disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional dan Hukum Adat. Berarti kita 

menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan sistem Hukum 

adat.Maka pengertian jual beli menurut Hukum Tanah Nasional adalah 

pengertian jual beli tanah menurut hukum adat.Hukum Adat yang dimaksud 

adalah Pasal 5 UUPA tersebut adalah hukum adat yang telah disaneer yang 

dihilangkan dari cacat-cacatnya/ hukum adat yang telah disempurnakan/ 

hukum adat yang telah dihilangkan kedaerahannnya dan diberi sifat nasional. 

Perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan 

pemindahan hak, yangh sefatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti 

bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang 

sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut 

saja belumlah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan MA No. 

271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971. 

Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. Yang berhak 

menjual suatu bidang tanah tertentu saja si pemegang yang sah dari hak atas 

tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu 

orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah tersebut.Akan tetapi 

pemilik tanah adalah 2 orang maka yang berhak menjual tanah itu adalah 

kedua orang itu bersama-sama. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual 

belikan dan tidak sedang dalam sengketa.Mengenai tanah-tanah hak apa yang 

boleh diperjual belikan telah ditentukan dalan UUPA yaitu hak milik ( pasal 

20), hak guna Usaha ( pasal 28), hak guna bangunan ( pasal 35 ), hak pakai ( 

pasal 41 ), 

Jika tanahnya belum bersertifikat: surat keterangan bahwa tanah 

tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada yang memerlukan 

penguatan oleh kepala desa dan camat, dilengkapi dengan surat-surat yang 

membuktikan identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk 

persertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual beli.Setelah akta 

dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani 

PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk 

pendaftaran pemindahan haknya. 

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change 

atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih 

lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan social yang dikehendaki 

atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan 

pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat 

dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan 

social engineering atau social planning. Hukum mepunyai pengaruh langsung 

atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan 
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social. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system pendidikan 

tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang 

sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan social. 

Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung 

terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa 

terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-

perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan 

anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris 

mempunyai pengaruh langsung terhadapat terjadinya perubahan-perubahan 

sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan 

dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat. 

Pengalaman-pengalaman di Negara-negara lain dapat membuktikan 

bahwa hukum, sebagiamana halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya 

dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan social. Misalnya di 

Tunisia, maka sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 

1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum 

untuk menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali. 

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk 

mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam 

perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang 

direncanakan.  

Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan 

dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan 

oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan 

dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang 

peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai 

dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin 

membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara 

Terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta 

untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah 

hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan 

membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap 

perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. 

Sebagai sosial engineering, hukum merupakan suatu sarana yang 

ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan 

tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan 

sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya 

tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain 

pengetahuan yang manatap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui 

adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk 

mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Suatu contoh 

misalnya, perihal komunikasi hukum. Kiranya sudah jelas, supaya hukum 

benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka 
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hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam 

masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu 

syarakat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum 

dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang 

terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal 

yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam 

penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini 

lah yang dinamakan difusi. 

Masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang 

di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan 

terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang 

dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangkan tertentu. Artinya, kalau dia 

sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita; 

sebaliknya, kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia 

akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Apakah yang akan dipilih oleh 

pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, tergantung pada faktor-faktor fisik, 

psikologis, dan sosial. Di dalam suatu masyarakat di mana interaksi sosial 

menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, 

merupakan hal yang sangat menentukan.  

Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan 

bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang 

atau teratur. Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki 

posisi-posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut 

ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selain daripada itu, peranannya huga 

tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam 

posisinya masing-masing. Selanjutnya, hal itu juga dibatasi oleh pihak-pihak 

yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun 

kemampuan serta kepribadian manusia.  

Pribadi-pribadi yang memilih, melakukan hal itu, oleh karena dia 

percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-

pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. 

Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-

pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan-anggapan 

tentang apa yang harus dilakukannya atau tidak harus dilakukan maupun 

anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah yang 

merupakan struktur normative yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang 

sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya, untuk dapat mengubah 

perikelakuannya, melaui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud 

penggunaan kaidah-kaidah hukum sebagai sarana. 

Dengan demikian, maka pokok di dalam proses perubahan 

perikelakuan melaui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang 

kaidah, peranan dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya 

konformitas.Pribadi yang mempunyai peranan dinamakan pemegang peranan 
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(role occupant) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan 

tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan yang ditentukan di dalam 

kaidah-kaidah. Konsepsi sosiologis tersebut mungkin akan lebih jelas bagi 

kalangan hukum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Pemegang 

peranan adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum 

 

E. PENUTUP 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua 

aspek yang saling terkait dan berinteraksi. Disatu sisi, hukum dapat merubah 

nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan 

hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang 

disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya 

tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. 

Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan 

tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif 

menimbulkan perubahan. Khusus untuk Indonesia, saat ini terjadi proses 

transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern, walaupun 

masih ada keraguan untuk menentukan nilai mana yang harus diganti dan 

nilai apa yang menjadi penggantinya.  

Namun demikian, hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan 

suatu keharusan dan sudah menjadi hukum alam yang sejalan dengan fitrah 

manusia itu sendiri sebagai subjek pemakai hukum. 
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